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ABSTRACT; The Covid-19 pandemic has created an emergency status in Indonesia. Through 
Presidential Decree Number 11 of 2020, Indonesia has announced a health emergency status. 

Various efforts have been made in order to overcome the impact of the Covid -19 pandemic. One 
of them is the vaccination effort. However, in the community there are pros and cons regarding 

the vaccination. A number of people refuse to be vaccinated. Therefore, this study will examine 
regulations issued by the government related to sanctions for someone who refuses vaccination, 

namely the Regional Regulation of the Special Capital City Region of Jakarta Number 2 of 2020 
concerning Prevention of Corona Virus Disease 2019, in Article 30 of the DKI Jakarta Regional 
Regulation someone who refuses Vaccination is subject to Fine of 5 Million Rupiah. This 

regional regulation contradicts Law Number 36 of 2009 concerning Health. In Article 5 
paragraph (30) which states emphatically that every person has the right to independently and 

responsibly determine the health services he needs, and explains whether vaccination is a right 
or obligation for the community and whether vaccine refusal can be subject to criminal 

sanctions. This shows that Vaccination, which was originally everyone's right, can become an 
obligation considering the current emergency situation in Indonesia. This is because someone 

who is not vaccinated has the potential to infect and even kill other people. As for punishment, 
this should be an ultimum remedium, if other institutions such as persuasive methods, 
socialization and even administrative sanctions related to vaccination are no longer functioning 

while the health emergency conditions in Indonesia are getting worse. 

Keywords: Vaccination, human rights, DKI residents, responsibility, criminal sanction 

 
PENDAHULUAN 

Sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh Pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Hubei, 

Republik Rakyat Tiongkok. Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala 

besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas 

dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Kini 

sudah tercatat 133 juta kasus terinfeksi COVID-19 di dunia dan 1.5 juta kasus di Indonesia. 

Kondisi pandemi telah mengakibatkan suatu krisis yang berdampak terhadap semua aspek 

kehidupan manusia. 

Program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Vaksinasi COVID-19 

telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya 

melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam 

mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan 

mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19.  

1Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 
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Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung 

perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas 

saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra 

terhadap vaksinasi. 

Banyak dari masyarakat yang tidak mempercayai penggunaan vaksin sebagai solusi dalam 

mengakhiri pandemi. Berdasarkan survei mengenai penerimaan vaksin COVID-19 yang 

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, Indonesian Technical 

Advisory Group on Immunization (ITAGI), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan 

World Health Organization (WHO) yang dilakukan pada September 2020 dan melibatkan 

115.000 responden, mendapatkan hasil bahwa masih banyak masyarakat yang ragu bahkan 

menolak vaksinasi COVID-19, di mana sebanyak 7,6% menolak dan 27% ragu-ragu. Alasan 

dibalik penolakan dan keraguan mengenai vaksin tersebut sangatlah beragam, seperti tidak 

yakin terhadap keamanan vaksin, ragu terhadap efektivitas vaksin, takut terhadap efek 

samping vaksin, tidak mempercayai kegunaan vaksin, dan karena keyakinan agama.  

Ketidakpercayaan dan keraguan banyak masyarakat terhadap vaksin COVID-19 tak lepas dari 

banyaknya kesimpang siuran informasi dan minimnya edukasi yang memadai. Padahal, akses 

informasi edukasi mengenai vaksinasi dalam pandemi dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap vaksinasi, sehingga dapat membantu proses vaksinasi oleh pemerintah 

dan bahkan perusahaan – perusahaan swasta maupun BUMN juga mengadakan vaksinasi 

secara gratis. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami membuat suatu kajian edukatif 

mengenai vaksinasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 

dan meluruskan segala misinformasi dan miskonsepsi mengenai vaksinasi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Masyarakat DK I Jakarta T erkait Adanya  

Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. 

 

PERMASALAHAN 

Penelitian ini mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Masyarakat DKI 

Jakarta Terkait Adanya Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19), maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-

masalah yaitu, Pertama Apakah vaksinasi Covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi 

masyarakat ? dan Kedua Apabila masyarakat tidak mau divaksinasi akankah dikenakan 

sanksi ?. 

 

METODE PENELITIAN 

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah 

untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi 

normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut 

sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif 

namun bukan bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai 

hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa 

sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.  
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Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi 

yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang 

berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan 

sesorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga 

diartikan sebagai pedoman perilaku. 

Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang 

doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.  Adapun 

di dalam penelitian penulis yaitu tentang “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan 

Masyarakat DKI Jakarta akibat adanya kewajiban vaksinasi covid-19 ditinjau dari Peraturan 

daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19)” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu 

penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang 

dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019  

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba 

untuk dicari jawabannya. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, 

penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang 

dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan 

masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan 

vaksinasi covid-19. 

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 1. Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Corona Virus 

Disease 2019; 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan 3. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan sebagai taraf sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan, yaitu dapat dilakukan dengan 2 (dua) titik tolak taraf, yaitu taraf 

sinkronisasi secara vertikal serta secara horizontal. Apabila dilakukan dengan cara titik tolak 

vertikal, maka yang diteliti ialah taraf sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang 

mengatur segala bidang yang mempunyai hubungan fungsionil adalah konsisten. setelah data-

data yang diuraikan tersebut diatas terkumpul maka data-data tersebut menjadi sebuah 

petunjuk dan dasar untuk menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah pada penelitian 

ini  

 

PEMBAHASAN 

Vaksinasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah guna mengurangi resiko penyebaran virus 

kepada masyarakat dan juga berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam hal ini 

dijelaskan bahwa pemberian vaksin bukan hanya persoalan hak asasi manusia namun juga 

bentuk kemajuan ilmiah dan ini menjadikan negara wajib untuk dapat memastikan kemajuan 

ini  dirasakan  oleh  semua. Perlunya  vaksinasi  juga  didorong  terutama  karena  COVID-19 

sebagai merupakan pandemi global. Mengingat hak kesehatan merupakan bagian terpenting 

dari hak-hak ekosob. 

Corona virus Disease 2019 atau yang sering biasa disebut COVID-19 adalah virus yang 

membuat perubahan yang besar terjadi dalam sektor  ekonomi  yang  mana  kasus  kematian  

dan  terkena virus  covid-19  meningkat  setiap harinya. Berkaitan  dengan penanganan 
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pandemi  Covid-19  di Indonesia, pemerintah  sudah mengambil langkah-langkah dalam  

rangka melindungi kesehatan masyarakat. Mulai dari menetapkan status darurat kesehatan 

melalui keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan 

warga coronavirus disease 2019, melaksanakan kewajiban pemerintah dalam rangka 

melaksanakan 3T (testing, tracing, treatment), membangun rumah sakit darurat bahkan 

sampai melakukan pembatasan pada berbagai daerah sebagaimana yang tertuang dalam 

peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam 

rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS CoV-2 yang dapat menyebabkan 

kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya 

cukup banyak orang didalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk 

kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai  penularan  

dan  pada  gilirannya  akan  menghentikan  wabah.   

Dengan diperkuatnya imunitas  masyarakat, produktivitas  juga akan  meningkat sehingga  

meminimalkan dampak ekonomi  dan  sosial  yang  selama  ini  menjadi  salah  satu  isu  utama  

pandemi  COVID-19 disamping kesakitan dan kematian. Namun hal yang penting untuk 

diingat dan menjadi catatan penting, ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih terbatas 

sehingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, 

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap harus  dibarengi  dengan  penerapan  protokol  

kesehatan  yang  ketat,  seperti  menggunakan masker, mencuci tangan dan  menjaga  jarak 

aman  minimal 1-2 meter. Hal  ini  tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia 

pun mengalami dan harus melakukan hal yang sama.  

Vaksinasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah guna mengurangi resiko penyebaran virus 

kepada masyarakat dan juga berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam hal ini 

dijelaskan bahwa pemberian vaksin bukan hanya persoalan hak asasi manusia namun juga 

bentuk kemajuan ilmiah dan ini menjadikan negara wajib untuk dapat memastikan kemajuan 

ini  dirasakan  oleh  semua. Perlunya  vaksinasi  juga  didorong  terutama  karena  COVID-19 

sebagai merupakan pandemi global. Mengingat hak kesehatan merupakan bagian terpenting 

dari hak-hak ekosob. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, 

Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 28 H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya bahwa 

setiap orang berhak hidup sejahtera serta memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 4 dan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.   

Dalam pemberian vaksinasi ini adanya pengecualian terhadap orang yang akan divaksin 

artinya terdapat pengecualian bukan hal yang harus wajib dilakukan atau tidak berlaku 

mutlak. Ketika melakukan  penolakan terhadap  vaksinasi karena  kondisi  tertentu  yang 

dibenarkan, maka tentu diperbolehkan sebagaimana ketentuan pengecualian. Namun jika 

penolakan dengan mendasarkan  pada  hak  atas  kesehatan,  perlu  kiranya  juga  dipahami  

bahwa  sekalipun pengemban  kewajiban adalah  negara  dalam  hal  ini pemerintah,  namun  

setiap orang  juga memiliki kewajiban.  

Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM  terkait 

kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain. Karena setiap HAM yang dimiliki 

seseorang menimbulkan kewajiban dan dan juga tanggung jawab di dalam  penghormatan  

HAM.  Begitu  juga  dalam  kaitannya  dengan  melaksanakan  dan mensukseskan vaksinasi 

COVID-19, dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  

bahwa”  setiap  orang  berkewajiban  ikut  mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diperkuat dalam  Pasal 152  ayat 1 
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berkaitan  dengan penyakit  menular maka pemerintah  daerah  dan  masyarakat  bertanggung  

jawab  melakukan  upaya  pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular 

serta akibat yang ditimbulkannya. Sehingga  dengan  melaksanakan  dan  tidak  menolak  

melakukan  vaksinasi  Covid, masyarakat juga melaksanakan sebagai kewajibannya untuk 

menghormati hak orang lain untuk sehat. Mengingat COVID-19 sangat cepat penularannya. 

Dan vaksinasi ini memang bukanlah persoalan pribadi, karena untuk mencegah penularan dan 

pembentukan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok didapat dari kekebalan tubuh 

setiap orang. Keselamatan bersama yang perlu diutamakan, bukan hanya berfikir keselamatan 

untuk diri sendiri. Vaksinasi COVID-19 kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya 

dan kesediaan untuk dilakukan vaksinasi bentuk  kewajiban  dalam  penghormatan  HAM  

orang  lain.  Hal  ini  membuktikan  bahwa sesungguhnya  HAM  tidak  hanya  berbicara  

tentang  hak  tetapi  juga  mengenai  kewajiban. Kewajiban untuk saling menghormati dan juga 

menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk dapat 

bertindak yang didasarkan pada keinginan mereka selama tindakan mereka tidak 

menimbulkan kerugian pada orang lain.  

Maraknya pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia, tidak sedikit diiringi dengan hoax atau 

berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Bagi yang tidak mau melakukan 

vaksinasi akan dikenakan tindak pidana.  Berita  ini  tidak  benar  adanya  dan  masuk  

kategori  berita  disinformasi.  Berita disinformasi adalah berita yang berisi informasi yang 

tidak benar tetapi sengaja disebarkan untuk tujuan-tujuan tertentu.   

Sejak awal pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan sanksi pidana bagi masyarakat 

Indonesia yang menolak vaksinasi covid-19. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 

diketahui sudah pernah  membantah   adanya sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak 

untuk divaksinasi. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk ikut program vaksinasi 

Covid-19.   

Namun menurut Yasonna Laoly, walaupun tidak ada sanksi pidana, masyarakat yang telah  

ditetapkan menjadi  sasaran  penerima  vaksin tetapi  tidak  mau melakukan  vaksinasi, 

kecuali bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi 

Vaksin COVID-19 yang tersedia, maka tetap akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan 

merupakan sanksi administrasi, yang sesuai dengan pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021 dimana  

masyarakat tersebut akan mengalami penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial 

atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan atau 

denda. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terdorong untuk melakukan vaksinasi dalam 

rangka mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, 

Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 28 H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya bahwa 

setiap orang berhak hidup sejahtera serta memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 4 dan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.   

Dalam pemberian vaksinasi ini adanya pengecualian terhadap orang yang akan divaksin 

artinya terdapat pengecualian bukan hal yang harus wajib dilakukan atau tidak berlaku 

mutlak. Ketika melakukan  penolakan terhadap  vaksinasi karena  kondisi  tertentu  yang 

dibenarkan, maka tentu diperbolehkan sebagaimana ketentuan pengecualian. Namun jika 

penolakan dengan mendasarkan  pada  hak  atas  kesehatan,  perlu  kiranya  juga  dipahami  

bahwa  sekalipun pengemban  kewajiban adalah  negara  dalam  hal  ini pemerintah,  namun  

setiap orang  juga memiliki kewajiban.  
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Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM  terkait 

kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain. Karena setiap HAM yang dimiliki 

seseorang menimbulkan kewajiban dan dan juga tanggung jawab di dalam  penghormatan  

HAM.  Begitu  juga  dalam  kaitannya  dengan  melaksanakan  dan mensukseskan vaksinasi 

COVID-19, dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  

bahwa”  setiap  orang  berkewajiban  ikut  mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diperkuat dalam  Pasal 152  ayat 1 

berkaitan  dengan penyakit  menular maka pemerintah  daerah  dan  masyarakat  bertanggung  

jawab  melakukan  upaya  pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular 

serta akibat yang ditimbulkannya. Sehingga  dengan  melaksanakan  dan  tidak  menolak  

melakukan  vaksinasi  Covid, masyarakat juga melaksanakan sebagai kewajibannya untuk 

menghormati hak orang lain untuk sehat.  

Mengingat COVID-19 sangat cepat penularannya. Dan vaksinasi ini memang bukanlah 

persoalan pribadi, karena untuk mencegah penularan dan pembentukan kekebalan kelompok. 

Kekebalan kelompok didapat dari kekebalan tubuh setiap orang. Keselamatan bersama yang 

perlu diutamakan, bukan hanya berfikir keselamatan untuk diri sendiri. Vaksinasi COVID-19 

kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya dan kesediaan untuk dilakukan vaksinasi 

bentuk  kewajiban  dalam  penghormatan  HAM  orang  lain.  Hal  ini  membuktikan  bahwa 

sesungguhnya  HAM  tidak  hanya  berbicara  tentang  hak  tetapi  juga  mengenai  kewajiban. 

Kewajiban untuk saling menghormati dan juga menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. 

Setiap individu memiliki hak untuk dapat bertindak yang didasarkan pada keinginan mereka 

selama tindakan mereka tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.  

Sejak awal pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan sanksi pidana bagi masyarakat 

Indonesia yang menolak vaksinasi covid-19. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 

diketahui sudah pernah  membantah   adanya sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak 

untuk divaksinasi. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk ikut program vaksinasi 

Covid-19.   

Namun menurut Yasonna Laoly, walaupun tidak ada sanksi pidana, masyarakat yang telah  

ditetapkan menjadi  sasaran  penerima  vaksin tetapi  tidak  mau melakukan  vaksinasi, 

kecuali bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi 

Vaksin COVID-19 yang tersedia, maka tetap akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan 

merupakan sanksi administrasi, yang sesuai dengan pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021 dimana  

masyarakat tersebut akan mengalami penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial 

atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan atau 

denda. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terdorong untuk melakukan vaksinasi dalam 

rangka mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia. 

Berkaca pada Putusan Pengadilan Nomor 10 P/HUM/2021; Penanggulangan Corona Virus 

Disease 2019 berlaku hanya warga yang berdomisili sesuai kartu identitas di Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Pemohon harus mematuhi dan terikat pada 

keberlakuan kekuatan hukum mengikat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Jadi, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 berdampak langsung pada Pemohon; 

Menimbang, bahwa adanya kewajiban vaksinasi covid-19 bagi warga Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta termasuk Pemohon menjadikan Pemohon tidak mempunyai pilihan untuk 

menolak vaksinasi tersebut, karena objek permohonan hak uji materill (Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020) mengatur adanya Sanksi 

Pidana Denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Sanksi Pidana Denda ini memberatkan 
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Pemohon dari sisi ekonomi, yaitu dikarenakan Pemohon juga memiliki seorang suami, 

seorang Adik dan seorang anak yang masih balita sebagaimana tercantum dalam Kartu 

Keluarga Pemohon (vide bukti P-7). Perhitungannya, apabila Pemohon menolak vaksinasi 

bagi keluarganya, maka Pemohon harus membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 x 4 Orang 

= Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Bahkan menurut Pemohon, objek permohonan 

hak uji materill tidak menjelaskan apakah setelah membayar denda maka setiap orang yang 

menolak vaksinasi Covid-19 telah melepas kewajibannya untuk mendapatkan vaksinasi 

Covid-19 dikemudian hari; 

Menimbang, bahwa disamping itu alasan Pemohon untuk menolak vaksinasi Covid-19 

yaitu belum adanya kejelasan serta sosialisasi atas kandungan dalam vaksin covid-19 dan 

efek samping yang dapat ditimbulkan setelah di vaksinasi covid-19; 

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki kepentingan mengajukan permohonan hak uji 

materill, karena adanya hubungan sebab akibat antara norma dalam objek permohonan 

hak uji materill yang mengatur kewajiban43 vaksinasi Covid-19 dan adanya sanksi 

pidana denda bagi Pemohon apabila tidak mematuhinya; 

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 

Corona Virus Disease 2019 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kesehatan, 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Adapun putusan pengadilan a quo segara garis besar sebagai berikut:  

Menimbang, bahwa pembatasan hak asasi dalam objek permohonan hak uji materiil 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, sehingga sudah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hak asasi 

manusia bukanlah sebebas- bebasnya, melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh 

pembatasan itu ditetapkan undang-undang; 

Menimbang, bahwa selain itu, sebagai upaya sosialisasi, terkait penanganan wabah virus 

Covid-19 di Indonesia, Presiden RI beserta tokoh- tokoh Negara, Agama, Masyarakat, dan 

banyak orang berpengaruh (influencer) telah divaksinasi Covid-19 dan terbukti tanpa ada 

efek samping sehingga vaksinasi Covid-19, semuai ini untuk melindungi seluruh 

masyarakat Indonesia demi kembalinya kehidupan normal; 

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai asas hukum “salus populi suprema lex esto” yaitu 

keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara, maka tindakan 

Pemerintah untuk melakukan kekarantinaan kesehatan sebagaimana Pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 termasuk vaksinasi Covid-19 untuk mengakhiri kondisi 

wabah pandemi (kedaruratan kesehatan masyarakat) Covid-19 adalah sebuah keniscayaan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan 

keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

diatasnya; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan 

keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan harus 

dinyatakan ditolak; 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; 

Pertama, dalam hal  ini penanganan virus  covid-19  merupakan  hak dan  sekaligus kewajiban 

bagi semua masyarakat Indonesia. Memang ada sebagian orang mempunyai hak atas 

kesehatan dirinya. Tetapi, jika hak tidak divaksinasi tersebut dilakukan oleh banyak o rang 

justru akan berpotensi sebagai virus carrier bagi orang lain dan bisa berdampak buruk bagi 

masyarakat Indonesia, maka  hak untuk tidak divaksinasi bisa dikurangi  yang dimana guna 

untuk melindungi segenap bangsa indonesia serta tumpah darah indonesia dalam hal itu yaitu 

melindungi diri dari virus covid-19. Kedua, karena itu vaksinasi yang dilakukan untuk 

melindungi diri dari  virus  covid-19 adalah hak orang lain  untuk tidak divaksinasi  tetapi  bisa 

berubah menjadi negara kewajiban  mengingat  negara  dalam  keadaan  yang  darurat  dan  

berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain dalam hal 

ini adalah hak atas kesehatan orang lain. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut; 

Pertama, menurut hemat kami, tindakan-tindakan pemerintah atas hal-hal tersebut pada 

hakikatnya adalah kebijakan public, namun sebuah aturan/kebijakan public sebelum 

diterapkan secara sosial baiknya perlu ditimbang betul dari sisi azas keadilan dan 

kemanfaatan, disini kita perlu betul melihat dan menimbang dari semua sisi ataupun sudut 

pandang masyarakat. Dimana Pasal 30 Perda DKI Jakarta menyebutkan bahwa seseorang 

yang menolak Vakasinasi dikenakan Pidana Denda sebesar 5 Juta Rupiah. Peraturan daerah 

ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua,  

sebuah aturan/kebijakan public  yang dikeluarkan oleh pemerintah pastilah sudah mempunyai 

pertimbangan yang matang, namun pada pasal 30 Perda DKI Jakarta tersebut masih ditemui 

hal yang bertentangan dengan hak kesehatan masyarakat. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (30) 

yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung 

jawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Azas kepastian Hukum 

dalam Pasal tersebut patutlah dipertanyakan serta dari sisi Azas keadilan pun perlu 

diperhatikan, dimana Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang 

sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh 

bagian yang sama Peraturan baiknya tidak memberatkan atau meringankan suatu 

segmen/golongan masyarakat. Atas hal tersebut patutlah aturan tersebut dapat dilakukan 

evaluasi, untuk terciptanya sebuah aturan/kebijakan public yang berkeadilan.  
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